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Kepada Yang Mulia
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/11/2021-2022,
Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi Il DPR RI, yaitu
Bambang Wuryanto (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No.
Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad
Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H.
Arteria Dahlan, S.T., S.H.,, M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No.
Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari,
S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe
Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No.
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Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si.,, Pr.M. LL.D. (No. Anggota A-469);
dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan

atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ----

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
497 .80/PUU/PAN.MK/PS/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 kepada DPR untuk
menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut MK) terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh
Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti
(Bendahara Pengurus Yayasan Perludem). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Fadli Ramadhanil, S.H., M.H. dkk. dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun

sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai---- e Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian
pengujian materil UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor
80/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD
NRI TAHUN 1945
Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap
Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 192 ayat
(1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 187 ayat (1)
‘Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan
kabupaten/kota.”

Pasal 187 ayat (5)
‘Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap
daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
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dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang

e

ini.

Pasal 189 ayat (1)
“Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan

kabupaten/kota.”

Pasal 189 ayat (5)

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.”

Pasal 192 ayat (1)
“Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan

kecamatan.”

Pemohon mengemukakan bahwa pasal-pasal a quo UU Pemilu bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: (vide Perbaikan

Permohonan him. 6)

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar.”

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pemohon dalam permohonannya menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal UU a quo yang
telah membuat segala upaya dan aktivitas Pemohon dalam melakukan kajian,
penelitian, pendidikan dan pelatihan menjadi sia-sia dan telah membuat tahapan
penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak demokratis dan bertentangan dengan

prinsip Pemilu yang luber dan jurdil serta berlakunya pasal-pasal a quo telah
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berdampak negatif pada kualitas penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam

pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan

telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan

tidak berkeadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3),
Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI (vide perbaikan permohonan
him. 6 angka 14 dan angka 15).

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini

sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1.
2.

Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;

Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas
di dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan
yang paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini
diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan

di Pemilu 2024 dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil.

Dalam Pokok Perkara:

1
2.

Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
‘Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau
gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota,
atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada
ketentuan dalam Pasal 185”;

Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
‘Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap
daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
undang-undang ini“ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Jjumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”;



4. Menyatakan Lampiran lll tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;

5. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
‘Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau
gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota
atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada
ketentuan dalam Pasal 185”;

6. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
‘Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Jjumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”;

7. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;

8. Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
‘Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau
gabungan kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah
kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan
pada ketentuan dalam Pasal 185”;

9. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk
dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya

ex aequo et bono.



Il. KETERANGAN DPR
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian
Undang-Undang a quo secara materiil, DPR Rl memberikan pandangan dengan
berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat
(2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian UU yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-
[11/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 1

ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan him. 6). Terhadap dalil

tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bukanlah pasal yang mengatur
mengenai hak konstitusional warga negara melainkan pasal yang
mengatur mengenai kewajiban warga negara Indonesia untuk menaati
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga bukanlah pasal yang
mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan pasal
yang mengatur mengenai Negara Indonesia adalah negara hukum.

c. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu pasal
yang menjadi dasar mengingat dalam UU Pemilu sehingga justru
merupakan sebagai bentuk jaminan terhadap pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali.

d. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum justru telah tercermin
dalam pasal-pasal a quo dikarenakan pasal-pasal yang diujikan tersebut
telah memberikan perlakuan yang sama terkait daerah pemilihan dan
jumlah alokasi kursi bagi setiap orang yang akan menjadi Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.



e. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan
sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dirugikan dalam pengujian penjelasan pasal UU a quo sehingga
Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap
oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Organisasi Non Pemerintah atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merasa dirugikan karena segala
upaya dan aktivitas yang telah dilakukan dalam melakukan kajian menjadi
sia-sia karena pemberlakuan UU a quo telah membuat tahapan penyusunan
daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi tidak demokratis dan
bertentangan dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil (vide perbaikan
permohonan him. 6 angka 14), terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan
bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu yang dimaksud dengan
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPRD, ahggota
DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik
gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga
apabila dikaitkan dengan kedudukan Pemohon tersebut maka pasal-pasal a
quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sama sekali tidak berkaitan
dengan kedudukan Pemohon sebagai LSM dalam menjalankan aktivitas
organisasinnya, melainkan pasal-pasal a quo justru ditujukan untuk calon
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan
pasal-pasal a quo tidak membawa implikasi apapun terhadap kedudukan
Pemohon. Selain itu, kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut hanya
sebatas kekhawatiran dan asumsi dari Pemohon sebagai kerugian

konstitusional.



3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

Bahwa dikarenakan pasal-pasal a quo merupakan pasal yang berkaitan
dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang peruntukannya ditujukan
untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maka
pasal-pasal a quo tidak memiliki implikasi hukum apapun terhadap
kedudukan Pemohon dalam melaksanakan tujuan organisasinya. Dengan
demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik dan

aktual serta tidak potensial akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 telah
jelas tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan ketentuan UU a quo yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian tidak ada hubungan
sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkkan Pemohon

dengan berlakunya ketentuan UU a quo yang dimohonkan pengujian.

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian
konstitusional dengan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan
bahwa pengujian pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada
Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena
Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Pasal

4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam
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Perkara Pengujian UU yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-
V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi
secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (/egal

standing) dalam pengujian ketentuan UU a quo.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR
juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2]
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan
maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point
d’interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan
zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang
terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal
102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan
hukum “(no action without legal connection).

Berdasarkan pada uraian vyang telah disampaikan tersebut, DPR
berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak
memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan
MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR Rl menyerahkan sepenuhnya kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai
apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 006/PUU-II1/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007
mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-

undang secara materiil.



B. PANDANGAN UMUM DPR

1.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki
kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis
memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan
melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam
satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik
rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-
masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, pemilu untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta
anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan.”
Untuk menjamin pelaksanaan hak setiap warga negara tersebut, maka
Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan
dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara
Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang
akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari
pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan
wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan
fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang

baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi yang sehat,
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partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungj
awabkan.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menyebutkan bahwa:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”
Bahwa penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota
DPRD dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih anggota DPR, anggota
DPD, dan anggota DPRD yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat
sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara
dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Pemohon mendalilkan pemberlakuan pasal-pasal a quo terkait
daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi
yang diatur dalam Lampiran lll dan IV UU a quo tidak mencerminkan
prinsip penyusunan daerah pemilihan dalam Pasal 185 UU Pemilu
sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (vide

perbaikan permohonan hal. 11 angka 14 dan 15).

Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan pada UU Pemilu telah
menerapkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana
diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu, sehingga sejalan dengan prinsip
kesinambungan, bahwa  penetapan daerah  pemilihan tetap
memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya dengan memperbaiki
sejumlah kekurangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan
Umum sebelumnya. Daerah pemilihan pada UU Pemilu merupakan upaya
afirmasi untuk menyeimbangkan proporsionalitas nilai suara antar wilayah.

b. Bahwa pengaturan UU Pemilu bertujuan untuk mewujudkan
penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil, maka proses penataan daerah pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan
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memperhatikan 7 (tujuh) prinsip yang diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu

yaitu:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Kesetaraan Nilai Suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara
yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan
lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;

Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional adalah ketaatan
dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah
kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap
partai polittk setara mungkin dengan persentase suara sah yang
diperoleh;

Proporsionalitas adalah prinsip yang memperhatikan kursi antar
daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap
daerah pemilihan;

Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan beberapa
provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun
menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan
tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta
mempertimbangkan kondisi geogralis, sarana perhubungan, dan
aspek kemudahan transportasi;

Berada dalam satu wilayah yang sama adalah penyusunan daerah
pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu,
beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus
tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR, dan
penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang
terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang
seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD
Provinsi;

Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan memperhatikan
sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;
Kesinambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan
memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun
sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan
tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah

pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
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c. Bahwa yang dimaksud dengan prinsip atau asas menurut KBBI adalah
kaidah atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan berpijak. Dalam
kaitannya dengan dalil Pemohon, prinsip-prinsip terkait penyusunan
daerah pemilihan dan alokasi kursi telah diatur dalam Pasal 185 UU a
quo. Ketentuan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah
dirumuskan dalam Bab Ill UU Pemilu mengenai Jumlah Kursi dan Daerah
Pemilihan. Dengan diaturnya prinsip tersebut maka secara keseluruhan
pengaturan yang tertuang dalam Bab [Il UU Pemilu telah dirumuskan oleh
pembentuk undang-undang dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip
tersebut. Oleh karena itu, tidak terdapat urgensi untuk merumuskan
kembali ke dalam ketentuan pasal-pasal a quo yang diujikan karena
prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan Pasal 185 UU a quo telah
menjiwai dan digunakan sebagai dasar penentuan daerah pemilihan dan
alokasi kursi bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat inkonsistensi dan
ketidakpastian hukum dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5)
karena mendelegasikan pengaturan mengenai daerah pemilihan alokasi
kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi ke dalam Lampiran UU Pemilu,
sedangkan pengaturan Pasal 192 ayat (4) mendelegasikan pengaturan
mengenai daerah pemilihan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke
Peraturan KPU sehingga berpotensi menghapus kewenangan KPU

(vide perbaikan permohonan him 14-15),

Terhadap dalil Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa:

a. Berdasarkan Angka 192 Lampiran I UU Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
menyebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan
memerlukan Lampiran, hal tersebut telah ditegaskan dalam batang tubuh
bahwa Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan perundang-undangan. Selain itu, Angka 198 Lampiran Il UU
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan
kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah.

. Merujuk pada Lampiran dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan tersebut maka Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU a
quo yang mengatur tentang penjelasan lebih lanjut mengenai daerah
pemilihan dan jumlah alokasi kursi Anggota DPR dan DPRD Provinsi di
dalam Lampiran sudah tepat karena ketentuan tersebut telah menyatakan
bahwa Lampiran Il dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan
dari UU a quo. Begitu juga dengan Pasal 192 ayat (4) UU a quo yang
mengatur tentang pendelegasian kewenangan mengenai daerah
pemilihan dan jumlah alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar
diatur kepada Peraturan KPU sudah tepat karena mendelegasikan ke
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu,
ketentuan tentang Lampiran Ill dan Lampiran IV dan pendelegasian ke
peraturan pelaksana sudah sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

. Bahwa kebijakan pengaturan mengenai materi muatan yang diatur lebih
lanjut dalam Lampiran maupun diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan yang ada di bawahnya, hal itu merupakan
kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan
dengan konstitusi maupun UU Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan suatu inkonsistensi
ataupun ketidakpastian hukum terkait daerah pemilihan dan alokasi kursi
bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
Melainkan perbedaan pengaturan tersebut merupakan pilihan kebijakan
yang diambil oleh pembentuk undang-undang yang tentunya memahami
materi muatan yang mana yang relevan untuk diatur dalam tataran
undang-undang dan yang mana yang relevan diatur dalam peraturan
pelaksana. Sehingga, perbedaan tersebut juga tidak dapat serta merta
dimaknai dengan mendegradasi atau menghapus kewenangan KPU untuk

mengaturnya.



d. Pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD
Kabupaten/Kota ke dalam tataran undang-undang maupun peraturan
pelaksananya tidak menjadikan sebuah permasalahan selama hal
tersebut telah diatur dan diakomodir dalam peraturan perundang-
undangan. Sebab, sepanjang hal tersebut sudah diakomodir dalam suatu
peraturan perundang-undangan maka hal tersebut telah memberikan
kepastian hukum.

e. Selain itu juga, KPU selaku instansi Pemerintah merupakan salah satu
pemangku kepentingan (stakeholder) utama ketika proses pembahasan
UU a quo. Sehingga, dengan hadirnya KPU dalam proses pembahasan
tersebut maka KPU dianggap telah menyetujui dengan substansi pasal-
pasal a quo. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan tersebut tidak dapat
serta merta dimaknai mendegradasi kewenangan KPU karena rumusan
pasal-pasal a quo merupakan hasil kesepakatan dalam pembahasan UU a

quo. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Lampiran lll dan Lampiran IV
dalam pasal-pasal a quo telah membatasi ruang realokasi kursi dan
pembentukan daerah pemilihan baru untuk Pemilu DPR dan DPRD di

daerah otonom baru (vide perbaikan permohonan him 26-29),

Terhadap dalil Pemohon, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Lampiran Il dan Lampiran IV pada
pokoknya merupakan pengaturan lebih detail yang digunakan untuk
menjelaskan pembagian jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan
Anggota DPR dan DPRD Provinsi yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2)
dan Pasal 189 ayat (2) UU Pemilu. Sedangkan, dalam hal terjadi
pembentukan provinsi baru ataupun daerah otonom baru, UU Pemilu telah
mengakomodir dalam pengaturan Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 190 ayat
(3) dan ayat (4) UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 187 ayat (4)
“Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan
mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir



berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah
pemilihan, dan perkembangan data daerah.”

Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4)

(3) “Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan
penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah
penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah
pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.”

Sehingga, merujuk pada kedua pengaturan tersebut maka dalam hal
terjadi pembentukan Provinsi baru maka penentuan daerah pemilihan baik
untuk Anggota DPR maupun DPRD Provinsi akan dilakukan sesuai
dengan kebutuhan Pemilu berikutnya.

. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dinamika
ketatanegaraan dan perkembangan daerah otonom akan selalu
mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat
dan kebutuhannya. UU Pemilu sebagai dasar hukum dalam
penyelenggaraan Pemilu harus mampu mengakomodir kebutuhan akibat
perubahan dinamika yang ada. Untuk itu, DPR bersama dengan
Pemerintah telah mendiskusikan upaya-upaya untuk menciptakan
pelaksanaan Pemilu 2024 yang kondusif dan mampu mengakomodir
suara masyarakat secara keseluruhan.

. Bahwa UU Pemilu telah masuk dalam daftar prolegnas rancangan
undang-undang tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan DPR Nomor
46/DPR  RI/1/2019-2020, pada urutan 130, sebagai inisiatif
DPR/Pemerintah. Selain itu, UU Pemilu juga terdaftar sebagai salah satu
rancangan undang-undang ioritas pada tahun 2020 melalui Keputusan
DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislassi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, para nomor urut 4,
sebagai inisiatif DPR/Komisi II.

. Bahwa dengan adanya pembentukan ibu kota baru berdasarkan Pasal 14
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara
berdampak pada Wilayah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara dibagi atas beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan

strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan, maka hal ini perlu juga diatur
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dalam UU Pemilu terkait dengan bagaimana perlakuan terhadap IKN
dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Selain itu, adanya
pembentukan 3 (tiga) provinsi baru di Papua melalui Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, perlu menjadi perhatian
khusus bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur bagaimana
pelaksanaan pemilu termasuk dengan kebutuhan-kebutuhan pemungutan
suara di provinsi baru tersebut.

. Bahwa Komisi || DPR dan Pemerintah telah membahas pembentukan
provinsi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, yang telah melalui tahap
pengambilan keputusan tingkat | melalui Raker Tingkat | pada Senin, 12
September 2022 dan akan diambil keputusan tingkat Il pada masa sidang
mendatang.

. Bahwa KPU melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 telah
menyusun periodisasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang telah
dimulai pada 14 Juni 2022. Selain tahapan perencanaan program dan
anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemilu, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu juga telah dimulai sejak
29 Juli 2022.

. Bahwa adanya perubahan kondisi kenegaraan dan adanya tahapan
pelaksanaan pemilu yang telah dimulai dan berjalan tersebut, dibutuhkan
payung hukum pelaksanaan Pemilu agar Pemilu 2024 memiliki kepastian
hukum dalam pelaksanaannya dan mampu menguatkan pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Hal ini tidak luput dari perhatian pembentuk
undang-undang yang berulang kali mengadakan rapat pembahésan
pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, yang salah satunya dalam Rapat Kerja
dan RDP Komisi Il DPR Rl dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu,
dan DKPP tanggal 31 Agustus 2022 tercatat kesimpulan rapat yang
menyatakan bahwa:

‘sebagai konsekuensi terhadap terbentuknya 3 (tiga) daerah otonom
baru di Provinsi Papua (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua
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Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan) dan mengantisipasi akan
terbentuknya satu daerah otonom baru di wilayah Provinsi Papua
Barat (Provinsi Papua Barat Daya), Komisi || DPR Rl bersama
dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui
untuk diterbitkannya Perppu sebagai perubahan terhadap beberapa
ketentuan dalam UU Pemilu.”
Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon terkait dengan
pengaturan dalam UU Pemilu dan pelaksanaan Pemilu 2024 telah menjadi
perhatian dan pertimbangan DPR dan Pemerintah. Selain itu, apabila
Pemohon memiliki masukan terhadap pelaksanaan Pemilu yang akan
dilaksanakan pada Pemilu 2024 maka Pemohon dapat menyampaikan
aspirasinya kepada DPR khususnya pada Komisi Il DPR yang
membidangi salah satunya urusan kepemiluan.
h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka apa yang dimohonkan oleh

Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya,

Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

jif

Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sehingga permohonan a quo haru s dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard);

. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya

menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

. Menyatakan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal

189 ayat (5) dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan

Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.
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